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	PERATURAN DESA CEPEDAK
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA DESA CEPEDAK,



	Menimbang

	:
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, diperlukan sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan;

b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, diperlukan dasar hukum yang jelas keberadaan pasar desa dan pedoman pengelolaan pasar desa;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, pembentukan pasar Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa;


	Mengingat

	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008  Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 12);

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
11. Peraturan  Bupati  Purworejo Nomor  46  Tahun  2011    Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.


	Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEPEDAK
dan

KEPALA DESA CEPEDAK


	MEMUTUSKAN :

Menetapkan 
:
PERATURAN DESA  TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1



	Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Cepedak
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cepedak
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

7. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksankan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

8. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
9. Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;


	BAB II


MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Desa.
     Pasal  3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah:

a. memberikan pelayanan pada masyarakat dengan mengatur tempat untuk memasarkan hasil produksi perdesaan;
b. memberikan perlindungan bagi yang melaksanakan usaha pedagangan di pasar desa;

c. menciptakan pasar desa yang tertib, teratur, aman, bersih dan nyaman;

d. meningkatkan pendapatan Pemerintah Asli Desa;

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN
Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk dan ditetapkan Pasar Desa Cepedak dengan nama Pasar Desa Cepedak
(2) Lokasi Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 4.410 m2 yang menempati tanah kas desa  (bengkok / kas desa)
Pasal 5

(1) Pemerintah Desa berwenang mengatur dan menata seluruh bangunan yang berupa kios dan los serta fasilitas lainnya yang berada di dalam pasar desa.

(2) Kios dan los di pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.  Kios atau los Pemerintah desa yaitu kios atau los yang dibangun oleh Pemerintah Desa di atas tanah desa;

b.  Kios atau los swadaya yaitu kios atau los yang dibangun oleh pedagang di atas tanah desa;

(3) Pedagang yang akan memanfaatkan kios dan los yang dibangun Pemerintah Desa atau memanfaatkan tanah untuk dibangun kios di dalam lingkungan pasar desa harus mendapatkan izin dari Kepala Desa.

(4) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tempat parkir;

b. tempat pembuangan sampah;

c. air bersih;

d. sanitasi/drainase;
e. toilet umum;

f. area bongkar muat dagangan.

Pasal 6
(1) Pedagang yang telah mendapatkan izin untuk memanfaatkan kios dan los selanjutnya dibuatkan perjanjian sewa menyewa 
(2) Jangka waktu sewa-menyewa ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, dan setelah berakhir dapat diperpanjang 

(3) Permohonan perpanjangan sewa menyewa diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir, 
Pasal 7
Klasifikasi Pasar Desa ditetapkan sebagai berikut :
a. Peraturan Desa tentang pasar Desa terkait dengan peruntukan hasil Pendapatan Pasar Desa dalam melaksankan Lelang Pengelolaan pasar Desa didokumentasikan.
b. Membuat perjanjian tertulis antara Pemerintah Desa Cepedak dengan pelaksana pengelola Pasar Desa dan Parkir Desa Cepedak.
Pasal 8

Besarnya tarif sewa menyewa Kios dan Los Pasar Desa serta sewa menyewa tanah di dalam lingkungan Pasar Desa yang dipergunakan untuk didirikan kios diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
Pasal 9
(1) Dalam rangka mengembangkan Pasar Desa, Pemerintah Desa dapat  melakukan pembangunan yang dibiayai dari:
a. swadaya dan partisipasi masyrakat;

b. APBDesa;

c. Pinjaman desa;

d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;

e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan bangunan pada lokasi pasar, renovasi bangunan pasar atau rehabilitasi bangunan pasar.
Pasal 10

Pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan atas prinsip:

a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyrakat desa setempat;
b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa setempat;
c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa;
d. Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat desa setempat.

Pasal 11
(1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan Pasar Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak Ketiga.

(2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah  atau Kerjasama Pemanfaatan.

Pasal 12
(1) Kerjasama   dengan pola  bangun  serah  guna  dan  bangun  guna  serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan:

a.
Pemerintah   Desa   memerlukan  bangunan  dan   fasilitas  bagi   penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.
b.
tidak  tersedia dana  dalam  APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

(2) Kerjasama   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

(3) Kerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
a.
Jangka waktu kerjasama berupa bangun serah guna  dan bangun guna serah  paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa;

b.
Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

c.
tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain. 
(4)
Kerjasama pola bangun serah guna dan bangun guna serah  dilakukan dengan  surat perjanjian  yang  sekurang-kurangnya memuat:
a.   Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b.   Obyek perjanjian ;
c.  Jangka waktu;

d. 
Hak dan kewajiban para pihak ;

e.  Penyelesaian perselisihan;
f.
Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);  

g.   Peninjauan pelaksanaan perjanjian.
Pasal 13
(1)
Kerjasama pemanfaatan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk:
a.   mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
b.   meningkatkan pendapatan desa.
(2) Kerjasama   pemanfaatan   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) terhadap tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)
Kerjasama Pemanfaatan dilaksanakan dengan  ketentuan  sebagai berikut:
a.
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/ perbaikan Kekayaan Desa;
b.
penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
c.
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan tertulis BPD;
d.
tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain; 
e.
jangka waktu paling  lama 3  (tiga) tahun sesuai dengan  jenis  kekayaan  desa dan dapat diperpanjang.
(4)
Kerjasama  pemanfaatan dilakukan dengan  surat perjanjian  kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
a.  Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian 

b.  Obyek perjanjian pinjam pakai
c.  Jangka waktu
d.  Hak dan kewajiban para pihak 

e.  Penyelesaian perselisihan
f.
Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);  

g.  Peninjauan pelaksanaan perjanjian
BAB IV

PENGELOLAAN
Pasal 14
Hari pasaran ditetapkan hari psaran pon dan hari kliwon
Pasal 15
(1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

(2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.

Pasal 16
Dalam rangka mengelola Pasar Desa, Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat desa setempat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa .

Pasal 17
(1) Susunan organisasi pengelola pasar  terdiri atas:
a. Kepala Pasar;

b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban;

c. Kepala urusan administrasi dan keuangan.

(2) Pembentukan Organisasi Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapatkan pertimbangan  tertulis dari BPD.

(3) Persyaratan untuk menjadi Pengelola Pasar adalah sebagai berikut:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Mempunyai jiwa wira usaha;

d. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

f. Berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat.
(4) Khusus untuk Kepala Pasar disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 18
Masa bakti Pengelola Pasar adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.

Pasal 19
(1) Pengelola Pasar berhenti atau diberhentikan apabila:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri;

c. Pindah tempat tinggal di luar desa;

d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;

e. Berakhir masa bhaktinya;

f. Tersangkut tindak pidana;

(2) Pemberhentian Pengelola Pasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari BPD, kecuali karena meninggal dunia dan berakhir masa baktinya.

Pasal 20
(1) Apabila Pengelola Pasar berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, dapat ditunjuk Pengelola Pasar antar waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari BPD.

(2) Masa bhakti Pengelola Pasar antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menghabiskan sisa waktu masa bhakti Pengelola Pasar yang digantikan. 
Pasal 21
Pengelola Pasar mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. menjaga kebersihan, ketertiban  dan keamanan  serta keindahan Pasar  Desa;

b. menginventarisasi asset desa yang berada di Pasar Desa;

c. mendata pedagang yang berusaha di Pasar Desa;

d. melakukan pencetakan karcis retribusi; 

e. melaksanakan pemungutan retribusi;

f. mengadministrasikan keuangan dengan tertib,transparan dan akuntabel;

g. sekurang–kurangnya 6 bulan sekali melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pedagang;
h. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan pasar kepada Kepala Desa;
Pasal 22
Pengelola Pasar berhak mendapatkan tunjangan yang besarnya didasarkan pada kemampuan dan keuntungan usaha serta ditetapkan  dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari BPD.
BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 23
(1) Setiap pedagang yang memanfaatkan tempat usaha berupa kios atau los, baik yang dibangun oleh Pemerintah Desa maupun yang dibangun sendiri, wajib memiliki Surat Izin Usaha dari Kepala Desa;

(2) Setiap pedagang yang berjualan di pasar desa berkewajiban:

a. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat usaha;

b. Menempatkan dan menyusun barang dagangannya secara teratur;

c. Membayar retribusi pasar desa;
d. Mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pengelola;

(3) Setiap pedagang yang berjualan di pasar desa dilarang : 
a. Menempati tempat usaha/berjualan tanpa mempunyai tanda bukti   
    yang menyatakan hak untuk itu;

b. Menempati tempat tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam 
   Surat Izin;
c. Menjual, menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau 
   seluruhnya tempat untuk usaha/berjualan kepada orang lain;

d. Mengadakan perubahan pada kios atau los tanpa ijin Kepala Desa;

e. Menjual barang-barang yang dilarang pemerintah;
f. Membangun kios atau los dengan biaya sendiri tanpa ijin Kepala
   Desa;


	BAB VI
SANKSI 

Pasal 24
(1) Setiap pedagang yang berjualan di Pasar Desa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan peringatan secara lisan oleh Pengelola Pasar.

(2) Apabila tidak mengindahkan maka diberikan peringatan tertulis  berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tempo 15 (lima belas) hari.

(3) Apabila masih tetap tidak mengindahkan maka Pengelola Pasar melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa dan Kepala Desa berhak mencabut izin yang telah diberikan.

 Pasal 25

Izin memanfaatkan kios dan los  Pasar Desa dicabut apabila:

a.  
pemegang Izin melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) ;

b.  
jangka waktu sewa menyewa telah habis dan tidak diperpanjang lagi ;

c. 
apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Pemegang Izin tidak menempati kios atau los yang telah diberikan Izin, dan kepadanya telah diberikan teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tempo 15 (lima belas ) hari,  maka Kepala Desa mencabut Izin yang telah diberikan tanpa ganti rugi ;

d.  
apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi dan kepadanya telah diberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tempo 15 (lima belas ) hari,  maka Kepala Desa mencabut Izin yang telah diberikan tanpa ganti rugi;
Pasal 26

Apabila bangunan Pasar Desa akan dihapus atau dibongkar, karena akan  dipergunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa untuk Kepentingan Umum, maka Kepala Desa dapat mencabut kembali Izin yang telah diberikan tanpa disertai ganti rugi
BAB VII
KEUANGAN

Pasal 27
(1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari retribusi pasar desa dan hasil pendapatan lain.

(2) Pendapatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa menyewa kios dan los serta sewa tanah.

Pasal 28
(1) Hasil pendapatan dari Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikelola dengan prosentase pembagian sebagai berikut:

a. 30 % untuk pemeliharaan pasar;

b. 40 % untuk insentif pengelola pasar;

c. 30 % disetor ke kas desa;

(2) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.




BAB VIII
RETRIBUSI

Pasal 29
Dengan nama Retribusi Pasar Desa dipungut retribusi bagi setiap pedagang yang menggunakan fasilitas pasar desa.

Pasal 30
(1) Obyek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Tempat untuk usaha perdagangan:

1. Kios;

2. Los;

3. Pelataran;

b. Fasilitas lainnya:

1. toilet umum;

2. air bersih;

3. tempat parkir
4. tempat pembuangan sampah;

5. sanitasi/drainase;

6. area bongkar muat dagangan;
Pasal 31
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa
Pasal 32
Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 33
(1) Wajib retribusi yang membayar retribusi akan mendapatkan karcis sebagai tanda bukti pembayaran. 

(2) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan pasar desa yang dicatat dalam buku keuangan Pengelola Pasar.
(3) Hasil pendapatan Pasar Desa yang disetor ke kas desa merupakan pendapatan asli desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34
(1) Kepala Desa mempunyai kewajiban melakukan pembinaan 
         terhadap pengelolaan  pasar desa.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi:
a. Melakukan langkah-langkah operasional dalam upaya 
    pengembangan pasar desa
b. Pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pengelolaan pasar 
    desa;
c. Koordinasi dan konsultasi kepada dinas/instansi/pihak lain terkait  
    pelaksanaan pengelolaan pasar desa;
d. Evaluasi terhadap pelaksanan pengelolaan pasar desa;
(3) Kepala Desa berhak mengawasi pelaksanan pengelolaan Pasar desa.
BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Peraturan desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Purworejo 
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pada tanggal  : 4 Maret 2019
KEPALA DESA CEPEDAK
TATASSUDIROHANDOJO
Diundangkan di Purworejo

pada tanggal: 4 Maret 2019
an SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO


SEKRETARIS DESA CEPEDAK


     EKO SARWANTO
LEMBARAN DESA CEPEDAK TAHUN 2019 NOMOR 02
PEMERINTAH  KABUPATEN  PURWOREJO

KECAMATAN  BRUNO
DESA CEPEDAK

KEPUTUSAN  KEPALA  DESA  CEPEDAK
NOMOR :  144/ 5 / 2019
TENTANG

PENUNJUKKAN PENGELOLA PASAR DESA
DESA  CEPEDAK KECAMATAN  BRUNO 

KEPALA  DESA  CEPEDAK,
Menimbang
: a. 
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan     pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah dibentuk Pengelola Pasar Desa berdasarkan Peraturan Desa Cepedak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Desa Cepedak 



 b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Desa Cepedak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Desa, Petugas Pengelola Pasar  Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;


  c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Pengelola Pasar Desa;
Mengingat
:
1.
Undang - undang  Nomor   13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


3. 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);



4.
Peraturan   Daerah   Kabupaten   Purworejo  Nomor  2  Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa  ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo  Tahun 2006  Nomor  2 );




5.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo   (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo  Tahun 2008 Nomor 4);




6.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purworejo  Nomor  13  Tahun    2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor  7)



. 

Memperhatikan 
:
Berita Acara Musyawarah Desa dalam pembahasan Pengelolaan Pasar Desa Cepedak Nomor 144.1 / 5 / 2019 tanggal 04 Maret 2019.
M E M U T U S K A N :

Menetapkan
:


PERTAMA
:
Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua). Lampiran Keputusan ini menjadi Petugas Pengelola Pasar Desa Cepedak Kecamatan Bruno dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA
:
Masa bakti kepengurusan Pengelola Pasar Desa Cepedak Kecamatan Bruno adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Penunjukkan. 

KETIGA
: Keputusan  ini   mulai  berlaku pada  tanggal  ditetapkan.  



Ditetapkan di   :  Cepedak


pada tanggal   :  04 Maret 2019      














KEPALA DESA  CEPEDAK






             TATAS SUDIROHANDOJO
TEMBUSAN :

1. Bupati Purworejo;

2. Inspektur Kab. Purworejo;

3. Kepala Bapermasdes Kab. Purworejo;

4. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Purworejo;

5. Camat  Bruno;
6. Ketua BPD Cepedak;


      LAMPIRAN :   Keputusan Kepala Desa Cepedak 
      Nomor
: 144/  5 /2019
      Tanggal
: 04  Maret 2019
SUSUNAN KEPENGURUSAN petugas PENGELOLA PASAR DESA
DESA CEPEDAK  KECAMATAN BRUNO

	NO


	NAMA
	JABATAN
	ALAMAT

	1
	2
	3
	4

	1
	NUR HIDAYAT
	Ketua
	Singolopo

	2
	NUR KHAMID
	Sekretaris
	Singolopo

	3
	MARYONO
	Bendahara
	Singolopo

	4
	SAMIRAN
	Anggota
	Gondosuli

	5
	IRWAN
	Anggota
	Jetis


 






KEPALA DESA  CEPEDAK






   
TATAS SUDIROHANDOJO
�








